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Abstrack

Rahn (pawn), Qardh (debt), Wadi'ah became a tradition of institutions that have
been deep in society. Urgent needs and no other skills can be done, so the contract becomes
a solution to meet one's needs. Rahn is a debt receivable contract by making goods that
have property value according to the view of sharia 'as collateral for marhun bih, so that
rahin can take marhun bih. Qardh is a debt or capital loan given by someone to another
party, where the loan is used for business or running a certain business. The borrower is
obliged to repay the loan in accordance with the amount he borrowed without depending
on the profit and loss of the business he runs. Wadi'ah is daycare, which is a person's
contract to another by entrusting objects to be properly guarded. If there is damage to the
entrusted object, itis not mandatory to replace it, but if the damage is caused by negligence,
it is obliged to replace it. In its development, these three contracts have become products
at LKS (Islamic Financial Institutions) so that these contracts can provide benefits for both
Islamic Banks and customers. The benefits obtained by Islamic Banks apart from being a
form of product verification, this contract can also increase good investment patterns.
Meanwhile, benefits for customers are a solution to meet the needs in terms of businesses
that do not conflict with Sharia Law Keywords : Rahn, Qardh, Wadi'ah, Figh Muamalah,
LKS

Abstrak

Rahn (gadai), Qardh (hutang), Wadi’ah menjadi tradisi institusi yang telah
mendalam di masyarakat. Kebutuhan yang mendesak dan tidak ada keterampilan
lain yang dapat dilakukan maka akad tersebut menjadi solusi untuk memenuhi
hajat seseorang. Rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan
barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan
marhun bih, sehingga rahin boleh mengambil marhun bih. qardh adalah pinjaman
utang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana
pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak
peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah
yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung dan rugi usaha yang
dijalankannya. Wadi’ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain
dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan
pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan
oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya. Dalam perkembangannya
ketiga akad tersebut menjadi produk pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah)
sehingga akad ini bisa memberikan keuntungan baik bagi Bank Syariah ataupun
nasabah. Keuntungan yang diperoleh Bank Syariah selain sebagai wujud
diverfikasi produk, akad ini juga dapat meningkatkan pola investasi yang baik.
Sedangkan keuntungan bagi nasabah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan
dalam hal usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Hukum Syariah
Keywords : Rahn, Qardh, Wadi’ah, Figh Muamalah, LKS
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PENDAHULUAN

Rahn (gadai) merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah
Saw. dan Rasulullah sendiri pun telah mempraktikkannya. Sehingga Rahn (gadai)
menjadi tradisi institusi yang telah mendalam di masyarakat. Kebutuhan yang
mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai
menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Hal ini beralasan karena dalam
akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan
agunan menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk pengambilannya.l

Qardh (hutang) adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi
kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu
penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan
jasa peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Wadi'ah
merupakan akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda
untuk dijaga secara layak..2

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok-pokok bahasan dalam jurnal ini
adalah memaparkan apa saja yang telah diatur oleh ulama hukum Islam khususnya
terkait akad Rahn (gadai), Qardh (hutang) dan Wadi’ah. dengan kajian normatif
yang dikutip dari berbagai sumber terkait definisi, dasar hukum, rukun dan Syarat,
masalah-masalah figh, serta implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah.

LAPORAN HASIL PENELITIAN
A. Rahn dan Implementasinya pada LKS
1. Definisi Rahn
Gadai dalam figh Islam disebut rahn dimana termasuk suatu jenis
perjanjian untuk menahan suata barang sebagai tanggungan utang.Secara
bahasa bisa ats-Tsubut dan ad-Dawaam (tetap), atau ada kalanya berarti al-
habsu dan al-Luzuum (menahan).3 Allah berfirman, QS. Al Muddatstsir, 74:38:
Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah
diperbuatnya.

Menurut terminologi syara’, rahn berarti :
4o B (S5 (8 £ (i
“Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan
sebagai pembayaran dari barang tersebut.”*
Menurut ulama Syafi'iyah : L -
S5 e e B S 0y AR (e Jad
“menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan
pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.”

*Penulis adalah dosen tetap 1Al Darussallam Martapura

IM. Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam (Yogyakarta: Deepublish,
2015), h.30.

2lmam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). h.
181

3Wahbah Az-Zuhaili, “Figih Islam Wa Adillatuhu,” in Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011),
h.106; Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah,” in Jilid 12 (Bandung: Alma’arif, 1993), h.139.

4 Rachmad Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.159.
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Menurut ulama Hanabllah

“harta yang dzjadlkan]amman utang sebagaz pembayar harga (mlal) utang
ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada
pemberi pinjaman.”>

Menurut Sayyid sabiq dalam Gadai Syariah di Indonesia®, rahn adalah
menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara;
sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil
hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa rahn itu merupakan
suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta
menurut pandangan syara’ sebagai jaminan marhun bih, sehingga rahin boleh
mengambil marhun bih.

2. Dasar Hukum Rahn.

Landasan hukum gadai syariah (rahn) menurut islam sebagaimana
disyariatkan dalam al-Qur’an, al-Sunnah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Landasan hukum gadai syariah dalam al-Qur’an terdapat dalam surah al-
Bagarah ayat 283,
dﬂj@h\wj\643\Aﬂbme&mw\uwuﬂauuﬁulsum‘d‘gwulﬁe.uSu\J

Ao & sland Uy 2 A8 27 408 af) (ya  Balgul) 1 93 Y 43 Al

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan
barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.
Al-Baqarah, 2: 283)

Kutipan ayat (4-»43-\4—‘ uuﬁ) “maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina
kepercayaan. Berdasarkan dalil tersebut, para ulama figh sepakat mengatakan
bahwa akad rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung
di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia.”

Adapun yang menjadi landasan hukum atau dasar dalam akad Gadai (Rahn)
selain Al-Qur’an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad Gadai
sebagal berikut:
uuahw@aj\h)a‘ugm&dm WM!y\mauSﬂ\dM\w\wUJSJy\UJa\
u.m.d\u.amusul.g.uw\uﬁ‘-u.mu.a\w\usdadﬁua\wd&m\wwLuhuaﬁM\bp\
o) 9. «MJGUGJMMMJ@.\S\MMUAUAJS\Q&JY »: J@ ?L.u\g‘\.sk;w\u.‘m Aﬁ‘dju)u\

ey

SMustofa, Figih Muamalah Kontemporer.

8Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi & Institusionalisasi
(Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), h.88.

"Ibnu Qudamah, al-Mughni, Jilid 1V, (Riyadh: maktabah ar-Riyadh al-haditsah, t.t), h.337
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“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang
menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR.
Baihagqi).

Jgmy OB 1 9B 53058 il (8 ¢ u—wi\gf- AV @Ssuh‘ww‘wﬂy‘mh
J}@ﬁ‘uiﬁjshﬁﬁuu\é\uﬂJﬁ\uﬂjchJAJAdS\J\HSJQf)@.H\ elujuﬂ A.\!‘u-‘m&ﬁ
52l o) g 545840 Gy g

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah
susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan
memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR
Turm1d21)

‘_,u.u dua(du\uawj\em}\ m LUSAJG‘ uup\j\u:n n!y\mua‘ J.«.n\u.\uia.al.ué;
MJJda\ui\gdx.'wulah‘_g \elugmbm\uim‘,\ﬂ\u\sz\@Aszb&séy‘i\
8 s il o g, 2a (a1
“Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan
dari seorang yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya.(HR. Bukhari).?
3. Struktur Rahn
Demi keabsahan suatu perjanjian gadai yang dilakukan oleh pihak yang
berpiutang/murtahin (bank syariah/lembaga pegadaian) kepada pihak yang
berutang/rahin (nasabah) ada sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

8 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Bairut : Dar Ibn-Katsir,
2002) h. 608
 Adapun Kandungan hadist tersebut ialah :
Je PuSul_g tdlaig Al JB ¢ paudl diud dasySI AT OY eldg Sigm Y ol szl 3 U.b_,!l)3:u Ja el
Ryl 0&@ aide LS9 «oUSII j92m09 ¢ paell § (a1 S92 Y egaans 1D (YAY':8 i glbﬁﬁlflgdau fJg)A.w
Lsawu,olnlabdﬁiblplw_gwm\W@d!ul) wJ.le!J.b‘guLB M|é_)3::)l&§ﬁ2)|é_)3:u‘b|e:qaﬂ_g
sl § Colb Cododl e o aaY ol Al pladay S39g s digye deydg §95) 1oblgyl pams §9 ¢ Wieys g
§35¢M|Muww3wwld¢‘sd| d,m‘w)mmwgmml&,a@lm@uw 1l glg
‘_,Agww»us%smwyg‘wwuuwng‘w&lguuu,)wﬁpywwww
A9 (el goud of Iud 3903 opo 9 S 3948 0 $3944 WD 090 U89 «(53942 (o sl J] Juad (g 9l disladll
O 10 Of pglang cleys didyg cala lolabs (539441 14 cpo (gl il 1 Juolondly egidh] Jud dnuall 3942 o0 Ll 050
S99l Wiy § paxdl § jem _,n.wJI‘goz_,ll)ja.:hsublulsdu;w@suﬁ‘d‘gcﬁ’m‘blmwljsmwlé
Méaj_glw.))‘Uuoy‘.n.L>3°L>|.>|L9>ly>hotqada3g4mguaxlubda:u¢3§ le smjllubdla.llulesdwl
.ad|

“Ada perbedaan tentang Apakah diperbolehkan melakukan rahn di kota atau tidak? Karena ada
ayat yang menunjukkan anjuran rahn dalam perjalanan (Al-Bagarah: 283), oleh karena itu Beberapa
orang tidak melakukan rahn di kota, dan diperbolehkan untuk menulis, dan cukup menulis dokumen
tentang rahn tersebut. Nabi (saw) membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjadikannya perisai
untuknya. Dalam beberapa kasus dia berkata: "Dia meninggal dan baju zirahnya digadaikan kepada
orang Yahudi dengan makanan yang dia beli untuk keluarganya. Hadits ini adalah shahih, bahkan jika
saya berkata: Mengapa Nabi (saw) tidak menemukan seseorang untuk meminjamkannya? Nabi (saw)
bersabda: "Nabi (saw) dicintai oleh keluarga dan Sahabat, bahkan jika dia meminta uang mereka untuk
diberikan kepadanya maka mereka akan memberikan apa yang mereka bisa, tapi dia tidak ingin
menyusahkan mereka. Dia tidak suka jika ada satu atau dari mereka yang susah. Kesimpulannya: bahwa
dia membeli makanan dari Yahudi ini untuk keluarganya, dan menyandakan banju perangnya, dan
diketahui bahwa ini ada di kota, dan orang-orang kota hadir, dan tidak dalam perjalanan, ini
menunjukkan bahwa rahn boleh dalam perjalanan dan perkotaan; Dokumennya, yaitu: fakta bahwa
agama ini membuat dokumen untuk diautentikasi oleh pemiliknya sampai ia dapat membayar
hutangnya”. Lihat Ibnu Jibrin, Syarh ‘Umdah al-Ahkam, (Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-1sdar
al-Sani 2005), h 6
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Ulama figh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut jumhur
ulama, rukun rahn itu ada 4 (empat), yaitu: (1) Shigat; (2) orang yang berakad
(rahin dan murtahin); harta yang dijadikan marhun; dan (4) Utang (marhum
bih).10

Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun rahn itu hanya ijab (pernyataan

menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan qabul (pernyataan
kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu. Sedangkan
menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad rahn, maka
diperlukan gabadh (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapaun rahin,
murtahin, marhun dan marhun bih itu termasuk syarat-syarat rahn, bukan
rukunnya.ll

Para ulama figh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun

gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:12

a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak
hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah
orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah,
kedua belah pihak yang berakad harus berakal dan mumayyiz, tidak
disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut
mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn (gadai),
dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah
mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.

b. Syarat Shigat (lafal). Menurut ulama hanafiyah akad rahn (gadai) itu
tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan
masa yang akan datang karena akad gadai sama dengan akad jual beli.
Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan
dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan
akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila
tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka
gadai itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan
harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Sementara ulama malikiyah,
Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu
mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan.
Namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabi’at akad gadai maka
syaratnya batal. Sebagai contoh, orang yang berutang mensyaratkan
apabila ia tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah
ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang
demikian itu tidak saja membatalkan syarat rahn, tetapi sekaligus
membatalkan akad.

c. Syarat marhun bih (utang) adalah merupakan hak wajib yang harus
dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu boleh (dapat)
dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan
tertentu.

1Rais, Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer). Lihat
juga, Asy-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Jilid 11, (Beirut: Dar al-Fikir, 1978),h.121

Ulbid. Lihat juga, Al-Kasani, al-Bada’l'u ash-Shana’l'u, Jilid VI, (Mesir: al-Muniriyah,tth),
h.125

12 Az-Zuhaili, “Figih Islam Wa Adillatuhu.”
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d. Syarat marhun (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar
figh adalah Barang jaminan itu adalah barang yang dapat
diperjualbelikan, Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai
ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara’), Barang yang
dibolehkan oleh syara’ mengambil manfaatnya, karenanya khamar
tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak
bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam, Diketahui secara jelas,
baik bentuk, jenis maupun nilainya, Barang jaminan itu milik sah orang
yang berutang, Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta
serikat, Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak
bertebaran dalam beberapa tempat, Nilai barang jaminan seimbang
dengan besarnya utang atau lebih.

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan. Oleh karena itu tidak
boleh menyia-nyiakan manfaat suatu barang meskipun barang gadaian.
Berkaitan barang gadaian maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama
mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan
jaminan atas hutang. Apakah pihak yang menggadaikan (rahin) atau penerima
gadai (Murtahin).

Terkait pemanfaat barang gadaian oleh orang yang menggadaikan maka
ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas Ulama selain syafi'iyah
berpendapat bahwa orang yang menggadaiakan tidak boleh memanfaatkan
barang gadaian. Sementara kalangan syafi'iyah membolehkan pihak yang
menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan
perselisihan dengan pihak penerima gadai.13

Adapun mengenai pemanfaat barang gadai oleh penerima gadai. Jumhur
Ulama kecuali kalangan Hanbaliyah tidak membolehkan penerima untuk
memanfaatkan barang gadai. Ulama Hanabilah mengklasifikasikan apabila
marhun selain hewan, murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seijin
rahin.14

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah
binatang ternak. Menurut sebagian ulama hanafiyah, pemegang gadai boleh
memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya.Ulama
Malikiyah, Syafi’iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila
hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka pemegang
jaminan boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena
membiarkan harta itu sia-sia termasuk pemubadziran yang dilarang oleh
Rasulullah saw.15

Ulama hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang
jaminan adalah hewan, maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil
susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan

1BWahbah Az-Zuhaili, “Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh,” in Jilid 1V (Damaskus: Dar al-Fikr,
1997). h. 131

“Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer...h. 201

15 Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer..., h. 198-201
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yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut. Hal ini sejalan dengan
hadits Nabi yang mengatakan: )
65 ¢ Uish Ja (8 1) Akl & 30 Gy « Uigh Ja (IS 1) 3N Gl iy o A, &0 (SN
ABR G805 3 )

Artinya: “Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai
dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang
jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan
yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya.” (HR. al-
Bukhari, al-Tirmidzi dan Abu Daud).16

Kendatipun murtahin boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam
beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau
menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari pegadai.l”
5. Aplikasi Rahn di Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu bentuk jasa Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi
kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang
sebagai jaminan. Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan sebagai suatu
lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat
memperoleh pembiayaan secara praktis. Pembiayaan yang dimaksud biasanya
lebih mudah diperoleh bagi calon nasabah karena menjaminkan barang-barang
yang sudah dimiliki. Kemudiahan ini membuat Lembaga Keuangan Syariah
diminati oleh kalangan masyarakat yang membutuhkan dana pembiayaan.
Karena itu lembaga pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila
dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.18

Pegadaian pada Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan
operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-
produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga
dalam berbagai bentuk Karena riba, menertapkan uang sebagai alat tukar bukan
sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk
memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.1?

Pada dasarnya pegadaian dalam Lembaga Keuangan syariah berjalan di
atas dua akad transaksi syariah, yaitu:20

e Akad Rahn, untuk menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan
untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

e Akad ljarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/ atau jasa
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi
pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik
nasabah yang telah melakukan akad. Adapun secara teknis, implemntasi
akad rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut

1) Nasabah menyerahkan jaminan kepada bank syariah. Jaminan ini berupa
barang berherak

16 |bid. h. 201

17 Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.

183, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah.h. 128
Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah....h. 384
D1bid. h. 387
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2) Akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin (nasabah) dan murtahin (bank
syariah)

3) Setelah kontrak pembiayaan ditanda tangani dan agunan diterima oleh
bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan

4) Rahin melakukan pembayaran kembali dengan ditambah fee yang telah
disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan
agunan.21

Skema: Praktik Rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pembiaya
an
Pegadaian Nasabah
(Murtahin (Rahin)
Jaminan
(marhum)

1. Melalui bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang
digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang
digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat maka nasabah
harus bertanggung jawab

2. Apabila nasabah wanprestasi, bank daoat melakukan penjualan barang
yang digadaikan atas perintah hakim

3. Nasabah mempuanyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin
bank, apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan
tersebut menjadi milik nasabah

4. Apabila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya maka
nasabah menutupi kekurangannya.22

B. Qardh dan Implementasinya pada LKS
1. Definisi Qardh

2 Ismail, perbankan syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 212
22 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan syariah, (Yogyakakarta: Ekonosia, 2012), h.
82
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Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai’-

yaqridhuhu, yang berarti dia memutus. . )
23 adall) 43l & 4lial ¢ st o8 g G iy (A

Adapun gardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada
orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian
hari.24 Qardh juga bisa dikategorikan dalam akad tathawwu’i atau akad saling
membantu dan bukan transaksi komersil.2>

Menurut ulama Hanafiyah, Qardh adalah harta yang diberikan seseorang
dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau
dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qaradh adalah suatu perjanjian
yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk
kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.2¢

Menurut Syafi'iyah, Qardh dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu
yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.2”
Menurut Hanabilah, Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang
memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.28

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dipahami bahwa qardh
adalah pinjaman utang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak
lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan
bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman
tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung
dan rugi usaha yang dijalankannya.
2. Dasar Hukum

Transaksi gardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah
swt QS. Al-Bagarah ayat 245 dan hadist Nabi, sebagai berikut: o

A8 A1 A1y Al Ade L Ui U B ) i 530113

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
(menafkakahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan baginya pahala
yang mulia.”

g&?w;:j:.ﬁa;éu‘;mg,a};e;m@u:a&é};.ug\;rcmui;a;.;nai‘g}uz:‘;;\gp
(G clg dala cl o)) 80a Lgitaal
“Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang
muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti
sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah)

ZAbdul Rahman Al-Jaziri, Al-Figh ‘Ala Madzahibil Arba’ah Juz 2, (Libanon, Beirut: Dar-

AlKutub Al-lImiyah, 2003), hal. 303

2 Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. Ensiklopedi Figih Muamalah, terj. Miftahul Khair,

(Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 153.

1smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

hal. 178.

26Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 273.
27Ali Fikri, Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah, hal. 346.
BMushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah, terj. Ali Fikri,

mesir 1356, hal 346.
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hj&w\uhuiﬁuadﬂ\ﬂﬂuab @LMJM-‘G ANULAANJJMJJE d\a‘d:uww\us
2 OB ¢ AB3al) (ha Jiabl 8l Qo du..;u Ll ﬂpumuaﬂu‘mwwuma
aaba 0l o) 95 ARIA e ) (i RS Y (i ) ¢ plis s g i) &Y
Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda,” aku melihat
pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh
kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa
qardh lebih utama dari sedekah? la menjawab, karena peminta-minta sesuatu
dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena
keperluan.” (HR. Ibnu Majjah)
e w#hsﬂ\‘g UA\MQJ\ ;)hl\wuujmua\w)&ybgud\ﬁwﬁmu
A& - Aﬁ‘d‘yﬂ)dudub}ﬁgd‘ugCJMUA‘UQMY\&MJL&A}J\UJAAU‘)AY\JEJUJ&‘
S wwﬂ-ﬂhﬂ‘wuﬁw@ﬁ@ w\wuﬁ‘uﬁwmﬁwyuf— Galli (a  -al g Agle
UlSLaA.nJ\u\gﬁu&m\‘goy‘ﬂ‘gm.ﬁ\uﬁm\awwwwwgapY\JLuﬁ\uAMb&\wa
zg‘alma\‘”d.\du\gﬁuﬁé.\d\
Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: Barangsiapa
yang melepaskan dari seorang musli kesusahan dunia, maka Allah akan
melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan
kemudahan kepada oarng yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah
akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat; dan
barangsiapa yang menutupi ‘aib seorang muslim di dunia, maka Allah akn
menutupi ‘aibnya di dunia dan di akhirat; dan Allah akan senantiasa menolonh
hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. At-Tirmidzi)
3. Struktur akad gardh
Rukun qardh (hutang piutang) ada tiga, yaitu (1) shighah, (2) ‘aqidain (dua
pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan. Penjelasan
rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
a) Shighah
Yang dimaksud shighah adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan
dikalangan fugaha’ bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua
lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata,”aku memberimu hutang” atau
“aku menghutangimu”. Demikian pula gabul sah dengan semua lafal yang

2 Adapun kandungan dari hadit ini yaitu:
S page o8 il (o hung dpke Al Lo gl el o5 S S § e A Wlgd Cpudl 1o B
il U3 g B u)fuu el 9 Aol £ dl Byl e..uly 09 MWI o2 u)fu.a 4.554.@ ! 0.0.0.3 LW S o0
old ‘_Kemg Eabsl ke dapie ‘_KJA.U W 3 ‘ay \w.h.c ‘6‘“ &L J35 ul PSA_) Iﬂl o l,@.ﬂ G] dJgd g Jdw
P9 p ol S ded 1 Causd! i U51gd (e g vl Jodd 4l Slde ST &8 ‘m 63 &8 ol (5553 Ll Jos
G cus Al Coudl Wlgd (pe 9. iVl pody 9 Juall dud aldy 9 caedlall Gy ey9id (o Ll dxd iy Y dolial!

“Opruaadl Je pudd)

“Dalam hadits ini, manfaatnya adalah: untuk mendorong manusia dalam melepaskan kesusahan
orang lain. Salah satu hikmahnya adalah menjadi isyarat tentang hari kiamat yang sangat menyakitkan,
sebagaimana Allah swt mengatakan (hai orang-orang, takutlah kepada Tuhanmu bahwa gempa itu
adalah hal yang hebat Pada hari Anda melihatnya terpana setiap ibu menyusui disusui dan bawa semua
kehamilannya dan melihat orang-orang mabuk dan apa yang mereka lakukan . Salah satu manfaat hadits
ini adalah penunjukan hari itu sebagai Hari Kebangkitan, karena orang akan mengumpulkan dari
kuburan mereka kepada Allah swt. Adapun manfaat dari hadist adalah anjuran untuk menolong orang-
orang yang susah” Lihat Ibnu Utsaimin, Syarah Arbain Nawawi, (Digital Library, al-Maktabah Syamilah
al-Isdar al-Sani 2005), h 71
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menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku
ridha” dan lain sebagainya “Aqidain

‘Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang

dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut.

1.

Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha’ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli
tabarru’ (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh,
berakal shat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang
buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi
irfag (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh
orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah. Syafi'iyyah
berargumentasi bahwa al-gardh (hutang piutang) mengandung tabarru’
(pemberian derma), bukan merupakan transaksi irfag (memberi manfaat)
dan tabarru’. Syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan,
keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.
Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar.
Jika paksaan itu ada alasan yang haq. Seperti jika seseorang harus
berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.
Hanafiyah mengkritisi syarat ahliyah at-tabarru’ (kecakapan member
derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi
wasiat menghutangkan harta anak kecil. Hanabilah mengkritisi syarat
ahliyah at-tabarru’ (kelayakan member derma) bagi pemberi hutang
bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak
yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta
wakaf. Syafiiyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat
bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan hartaorang yang dibawah
perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun
bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi
darurat

. Syarat bagi penghutang

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang
mempunyai ahliyah al-mu’amalah (kelayakan melakukan transaksi)
bukan ahliyah at-tabarru’ (kelayakan member derma). Adapun kalangan
ahnaf mensyaratkan penghutangkan mempunyai ahliyah at-tasharrufat
(kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan
berakal sehat. Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung
karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah
member hutang kepada masjid, sekolah, atau ribath (berjaga diperbatasan
dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

c). Harta yang dihutangkan
Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut.

a.

Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya
harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda
yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang
dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu

jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti
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hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara
untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga
sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan
taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan hanafiyah. Malikiyyah
dan Syafi'iyyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka,
menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya.
Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik
berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan
dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu
yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi
Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini
dikiaskan dengannya.

. Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan
dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat,
seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syafi’iyyah
mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan salam, yakni
hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.
Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang
boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah
harganya, baik yang dapat djelaskan dengan sifat maupun tidak.

. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah
menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan
Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan syafi'iyyah
dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan
berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang
dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang
boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan
bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda padaa
umumnya. Pendapat yang dipilih oleh ibnu taimiyyah dan ahli ilmu lainnya
adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

. Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh
fugaha’ karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya
dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu 1) diketahui kadarnya dan
2) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang
piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.30

4. Hukum Qardh

Hukum qardh (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh,

terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai
dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum
tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan
sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang
yang kaya itu wajib memberinya hutang.

30Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Ensiklopedi Figih Muamalah, hal 159-164
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Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan
uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum
memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang
mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi
mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya
adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti
jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat
menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri
penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika
dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti
untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.3?

5. Manfaat qard

Qard memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendri.
Manfaat gard antar lain.

1. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan
dana talangan jangka pendek.

2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk
mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank
syariah dalam membantu masyarakat miskin.

3. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang renternir, dengan
mendapatkan utang dari bank syariah.

4. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank
syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin. 32

6. Implementasi Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Uang yang dititipkan nasabah kepada LKS yang biasanya menggunakan
akad wadi’ah dapat berubah menjadi qard. Perubahaan ini terjadi apabila pihak
LKS menggunakan dana atau uang tersebut untuk dimanfaatkan atau
diinvestasikan dalam kegiatan bisnis atau penggunaan uang tersebut untuk
dikembangkan. Namun demikian, bila ada keuntungan yang dipatok dengan
bunga tertentu, maka hal ini tidak dibenarkan dalam syariat.33

Berkaitan dengan deposito, al-Zuhaili menjelaskan bahwa menurutnya
ada tiga macam, pertama, deposito yang mempunyai nilai yang harus bertambah
karena diinvestasikan. Kedua, deposito yang memiliki pemasukan lancar,
dimana keuntungan atau laba dapat ditarik disetiap setengah atau satu tahun,
sementara pokok pinjaman masih utuh. Ketiga, deposito yang tidak
memberikan laba pasti setiap tahun, namun nasabah diberi keuntungan dengan
cara undian.34

Berdasarkan tiga jenis deposito di atas, jenis pertama dan kedua menurut
Wahbah al-Zuhaili masuk dalam kategori gard, namun yang dilarang, karena ada
keuntungan ribawi. Begitu juga dengan jenis yang ketiga, meskipun tidak

31Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Ensiklopedi Figih Muamalah, hal 157-158

321smail, Perbankan Syariah, (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group, 2011), h. 214.

3Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 173
*1bid., h. 173
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memberikan laba pasti, namun pemberian hadiah dengan undian hanyalah hilah
untuk memberikan bunga kepada nasabah pemberi pinjaman.35

Al-qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank
syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard diberikan tanpa
adanya imbalan. Al-qard juga merupakan pembiayaan harta kepada orang lain
yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang
dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank
syariah.3¢

Akad yang menitik beratkan pada prisnsip tolong menolong tidak
mengutamakan mencari untung, ada pula akad yang bertujuan mencari untung.
Akad yang pertam yaitu akad tabarru, sedangkan akad yang kedua dikenal
dengan akad ijarah (mu’awadah). Salah satu akad tabarru adalah akad pinjam-
meminjam. Pinjam meminjam adalah memberi sesuatu yang halal kepada orang
lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan
mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi.3”

Sumber dana qard berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana
eksternal meliputi dana gqard yang diterima bank syariah dari pihak lain
(misalnya dari sumbangan, infaq, shadakah, dan sebagainya), dana yang
disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal.
Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman qardul hasan.Praktik
qard dalam Lembaga Keuangan Syariah, mengingat sifatnya bukan transaksi
komersial dan tanpa kompensasi, maka gard menggunakan sumber dana yang
berasal:

1. Untuk membantu dana talangan yang bersifat jangka pendek, digunakan
modal pendek.

2. Untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial, digunakan dana yang
bersumber dari zakat, infak dan sedekah.38

3. Sementara Ismail menyatakan bahwa asal dana gard adalah sebagai berikut:

a. Qard yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah
yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambilkan
dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya
pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan.

b. Qard yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang
asongan (pedagang kecil) atau lainya, sumber dana berasal dari zakat,
infaq, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada
bank syariah.

C. Qard untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank
syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal.
Misalnya, pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran
oleh nasabah pembiayaan.3?

®lbid., h. 174

%Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
2001), h. 212.

$"Trisadini P. Usanti, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 34.

38 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer..., h. 174,

%1mam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h.
149.
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Simpanan giro dan tabungan dapat menggunakan prinsip gard, ketika
bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan
sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjamaan dari nasabah
deposan untuk tujuan apapun, termasuk untuk kegiatan produktif menari
keuntungan. Sementara nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali
adanya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Ban
boleh memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak
disyaratkan diawal perjanjian.+0

Ketentuan Al-Qard yaitu tedapat pada (Ref Fatwa DSN No. 19/DSN-
MUL/1V/2001), yaitu diperbolehkan wuntuk pemberi pinjaman agar
membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya
biaya administrasi seshubungan dengan pemberian qard, tidak boleh bedasarkan
perhitungan presentasi dari jumlah dana qard yang diberikan.#1

Ketentuan umum Al-Qard adalah sebagai berikut:

1. Al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh)
yang memerlukan

2. Nasabah al gard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada
waktu yang telah disepakati bersama.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

5. Nasabah al qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) senang
sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan
ketidakmampuannya LKS dapat Memperpanjang jangka waktu
pengambilan, atau Menghapus (write off) sebagian atau selutuh
kewajibannya.

Penerapan Al-qard dengan menggunakan dana simpanan pokok ternyata
juga membawa dilema ketika para nasabah mengetahui sumber dana tersebut,
maka mereka banyak berkeinginan agar pembiayaanya dialihkan menjadi
pembiayaan al-qard meskipun usaha mereka lancar. Sebagai nasabah mereka
merasa juga punya hak yang sama dengan yang lain karena mereka juga
mempunyai simpanan wajib nasabah.#2

Pembebanan biaya administrasi adalah suatu hal yang umum diperaktikan
oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun lembaga mikro serta
diperbolehkan dalam pembiayaan syariah. Biaya administrasi merupakan
bagian dari fee baset income bagi suatu lembaga keuangan. Biaya administrasi
merupakan justifikasi atas administrasi yang timbul karena disepakati
pembiayaan syariah. Problem mucul ketika beban administrasi tersebut
merupakan bagian presentasi tertentu dari nilai pembiayaan sebagaimana
kebanyakan yang dipraktikan lembaga keuangan syariah. Secara umum tidak
ada dalil atau kaidah yang melarang pembebanan administrasi berdasarkan

“lbid., h. 150

“Hendri Hermawan A. N, “Sumber dan Penggunaan Dana qard dan gardul hasan pada Bank BRI
Syariah Cabang Yogyakarta” dalam jurnal ekonomi islam vol.Il, No. 2, desember 2008, (263-278), h. 270

42 Muhammad Nizarul Alim, Munasabah Keuangan Syariah, (Solo: PT Aqwam Media Profetika,
2011), h. 90.

61



presentase dari nilai pembiayaan. Tetapi tidak akan menjadi proposional jika
nilai pembiayaan semakin besar dengan peningkatan beban administrasi.*3
Selama ini memang belum ada ketentuan (fatwa DSN-MUI) terkait dengan
rasionalisasi beban administrasi. Model beban administrasi tersebut
meni,bulkan problem persepsi bagi para calon nasabah bahwa lembaga
keuangan seperti tidak ada bedanya dengan konvensional. Dipersepsikan biaya
administrasi hanyalah bentuk pengalihan risiko dari ketidak pastian pendaptan
yang berbasis sistem bagi hasil maupun margin yang bersifat permanen selama
masa pembiayaan. Meskipun, ada perubahan ekonomi makro yang memili
resiko sistemastis bagi bisnis dan kehidupan sehari-hari. Administrasi
sebaiknya dibebankan dengan nilai nominal tertentu bukan persentase
meskipun nilainya proporsinal. Dengan demikian, meningkatnya nilai
pembiayaan akan menurunkan persentase beban administrasi.#4 Ketentuan
lembaga keuangan, termasuk bank terkait dengan qard adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah
menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam qard
berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari
berbagai sumber antara lain adalah zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari
pihak lain, dan dana lainya.

2. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah,
tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.

3. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan
100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada hambatan.

Tempat pembayaran gard menurut ualam figih sepakat bahwa qard harus
dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh
membayarnya ditempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya
atau memindahkannya, juga tidak halangan dijalan. Sebaliknya, jika tidak
terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, muqrid tidak perlu
menyerahkannya%> Qard dalam LKS dapat digambarkan dalam skema sebagai
berikut:

PERIANIAN QARD ‘—‘
TENAGATERIA :
DAL 100
RASASAH /

4 Ibid., h. 91
4 Ibid., h. 91
45 Rachmat Syafi’i, Figih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 156
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Skema di atas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1) Pihak nasabah (mugtarid) mengajukan pinjaman kepada LKS (mugqrid)
dengan menggunakan akad qard

2) Pinjaman tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang dikelola oleh
nasabah

3) Nasabah (mugqtarid) menjalankan modal tersebut untuk sebuah usaha

4) Setelah mendapatkan keuntungan usaha, nasabah mengembalikan modal
usaha yang dipinjamnya

5) Keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah 100% untuk nasabah
sendiri.46

C. Wadi’ah dan Implementasinya Pada LKS
1. Definisi Wadiah

Barang titipan dalam bahasa figh dikenal dengan sebutan wadi’ah,
menurut bahasa wadi’‘ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada
pemiliknya supaya dijaga (Ma Wudi’a ‘Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu),
berarti bahwa wadi’ah ialah memberikan, makna yang kedua wadi’ah dari segi
bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata: “awda’tubu” artinya aku
menerima harta tersebut darinya (Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna
Wadi’ah ‘Indi), secara bahasa wadi’‘ah memiliki 2 makna, yakni memeberikan
harta untuk dijaga dan pada penerimaannya.4”

Dalam tradisi islam, wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari
satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga
dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.*8

Wadi’ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari’ah
(2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan
yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.4?

Setelah diketahui definisi wadi’'ah maka dapat dipahami bahwa yang
dimaksud wadi’ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain
dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan
pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu
disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.50

Selain itu dalam melakukan transaksi penitipan harta, hendaknya
melakukan penetapan jenis titipan. Memilih orang yang dapat dipercaya saat
penitipan sehingga orang tersebut dapat lebih amanah ataukah melakukan
perjanjian disepakati yang mewajibkan bagi keduanya untuk saling bertakwa
dengan jalan tidak saling merugikan. Hal ini dijelaskan pada QS. Al-
Imran(3):75.51
2. Dasar Hukum

Wadi'ah disyariatkan berdasarkan al-Quran dan hasist yaitu Q.S. An
Nisaa’(4) ayat 58:

“Rachmat Syafi’i, Figih Muamalah...,h.157

47 Suhendi Hendi, Figh Muamalah, (Jakarta :PT RajaGrafindo, 2002), h. 179

8 Antonio Muhammad Syafi’l, Op. cit. h. 85

49 Madani, Hadis Ekonomi Syari’ah, ,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)., h. 85
0Suhendi Hendi, Op. Cit. h. 182

SIMadani, Hadis Ekonomi Syari’ah, , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)., h, .85
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Q.S. Al Bagarah (2) ayat 283:
MJ&\&UJ‘L\ALA\UNJ\ L;JJ\ Jjﬁhma&aaua\ ul&

“...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (titipannya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Tuhannya...”

2. Hadist
Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi
A (e AS Y g cliahil cpa ) ALY 3 ale g dnle A L a0l JE

"Rasulullah Saw bersabda, “Tunaikanlah amanabh (titipan) kepada yang
berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah
mengkhianatimq'

‘_\SLGwu&.ﬁe&ﬁﬁaJM\mwm\hp\u\mwm\wu}G Cmad) il Gl
JMwm&JJJN\JA\MJ;eeJ!y\ dm\gJ\wwyuuWJM\w@muu
\ﬁ@&w\zu\muéﬁh \MJDAA‘XQ&AJ\J\JM\M@&M\‘JIS dlﬁual.\ﬁu.\\uﬁ
agle &) o A Jsia) N Al g808 Galia 54 Jad (b dgh) & 3 4y o iy umumdﬁu
g&.g..,\,m bb‘;.a‘ﬁel& ‘d.u‘g

Selain dasar hukum distas juga Ulama bersepakat mengenai kebolehan
wadi’ah karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad wadi’ah
adanya wadi’‘ah sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam
menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia akad wadi’ah
mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.52
3. Rukun dan Syarat Wadi’ah.

Kalangan Hanafiah berpendapat bahwa rukun wadi’ah ada dua, yaitu ijab
dan qabul. ljab ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti
pernyataan “Aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang
menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain.
Kemudian qabul berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk
menerima amanabh titipan.53

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan syariah, bahwa
rukun wadi’ah ada empat yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan,
ijjab dan gqabul. Pihak yang menitipkan dan menerima harus orang yang cakap
hukum.54

Masing-masing rukun diatas mempunyai syarat. Menurut kalangan
hanafiah, para pihak yang berakad harus berakal, oleh karena itu, akad wadi’ah

%2lmam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),
h.182-181
3Alauddin Abu Bakar Mas’ud al-Kasani, Badai’ as-Sanai’ fi tartib al-Syara’i (digital library,
al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-tsani, 2005), 1/29 dan XIV/97
SYahya bin Syarf an-Nawawi, Raudhatuttolibin Wa ‘Umdat al-Muftin, (digital library, al-
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-tsani, 2005), 11/429
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yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal tidak sah. Hanya saja dalam akad
wadi’ah tidak disyaratkan balig bagi pihak yang berakad.>> Berkaitan dengan
ijab dan qabul, syarat yang harus dipenuhi dengan ijab dan gqabul harus dengan
ucapan atau tindakan, baik eksplisit ataupun implisit.

Sementara menurut kalangan hambaliah, syarat dalam akad wadi’ah sama
dengan syarat dalam wakalah, yaitu pihak yang melakukan akad harus berakal,
balig dan cakap hukum (rusyd). Sementara barang yang dititipkan adalah barang
yang secara syar’i tidak dilarang, barang harus diserah terimakan. Pendapat
mayoritas ulama mengenai syarat wadi’ah senada dengan pendapat hanbaliah
ini.

KHES pasal 371 menyebutkan syarat bagi para pihak yang melaksanakan
wadi’ah harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang yang diditipkan
disebutkan pada pasal berikutnya, pasal 372, yaitu barang harus dapat dikuasai
dan diserah terimakan.56
4. Hukum Wadi’ah

Hukum dasar menerima barang titipan (Wadi’ah) secara prespektip fiqih
adalah sunnabh, jika pihak yang dititipi (wadi’) mampu menjaga, percaya dengan
sifat amanah dirinya dan masih ada orang lain yang mampu menjaga wadi’ah
dan mempunyai sifat amanah. Dan jika terdapat factor tertentu, maka
hukumnya pun bervariatif sebagaimana keterangan berikut

1. Wajib, jika wadi’ah telah dipasrahkan kerpada wadi’, mempunyai sifat
amanah serta percaya dengan sifat amanah dirinyadan tidak ditemukan
orang lain yang mempunyai keriteria sama seperti wadi’.

2. Makrubh, juka pihak wadi’ mempunyai sifat amanah saat dipasrahkannya
barang titipan kepada dirinya dan ia tidak percaya akan melekatnya sifat
amanah diwaktu mendatang.

3. Haram, jika pihak wadi’ mengetahui bahwa dirinya tidak mampu menjaga
wadi’ah.

4. Mubah, juka pihak wadi tidak percaya akan melekatnya sifat amanah
diwaktu mendatang atau tidak mampu menjaga wadi’‘ah namun pihak
pemilik (mudi’) mengetahui keadaan wadi’.5”

5. Wadi’ah dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga wadi’ah yang diperaktikkan dalam LKS ada dua macam, yaitu
wadi’ah amanah dan jaminan (dhamanah) biasanya LKS mengenakan biaya
administrasi terkait pendaftaran barang titipan di LKS. Selain itu, ada biaya
penjagaan terhadap barang wadi’ah barang berharga, surat berharga, dokumen-
dokumen penting dan barang lain yang bernilai dan membutuhkan penjagaan
dan perawatan khusus. Berdasarkan biaya-biaya ini, maka apabila terjadi
kehilangan, kerusakan atau kemusnahan walaupun tanpa sengaja apabila LKS

Alauddin Abu Bakar Mas’ud al-Kasani, Badai’ as-Sanai’ fi tartib al-Syara’i...1/29 dan X
1Vv/98

%6 Imam Mustofa, Op. Cit. h.182-184

5 Tim Kajian llmiah FKI Ahla Suffah 103,, Kamus Figih, (Jawa Timur: Lirboyo Press, 2013),
h. 355
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menggunakan barang titipan seperti uang untuk perniagaan atau untuk usaha
lain, maka LKS wajib mengembalikan sepenuhnya uang wadi’ah yang telah
digunakan itu kepada pemilik. Sementara sebagai upah simpanan ada dua jenis
pendanaan dengan prinsip wadi’ah yaitu:
a. Giro Wadi’ah

Giro wadi’ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan
dari nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan
dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro wadi’ah ini mirip dengan giro
pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi
untuk menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai
vasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM (anjungan
tunai mandiri), atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya
atau dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya. Dalam aplikasinya ada giro
wadi’ah dalam memberikan bonus dan ada yang tidak. Pada kasus pertama, giro
wadi’ah memberikan bonus karna bank menggunakan dana simpanan giro ini
untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat
memberikan bonus kepada nasabah. Pada kasus kedua, giro wadi’ah tidak
memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini
untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka
pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil.>8

Apabila si penitip barang, mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan
barang titipan, maka sebagai kunsekuensi dari hasil titipan tersebut, bila piah
bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud,
keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank
atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dimuka dapat memberikan bonus
kepada nasabahnya.>?
b. Tabungan Wadi’ah

Tabungan wadi’‘ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa
simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (Savving Account)
untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro wadi’ah, tetapi
lebih fleksibel giro wadi’ah, karena nasabah tidak dapat menarik dana dengan
cek. Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan
dana dari giro wadi’ah, karena sifat penarikannya yang tidak se fleksibel giro
wadi’ah, sehiingga bank mempyunyai kesempatan lebih besar untuk
mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu bonus yang diberikan oleh bank
kepada nasabah tabungan wadi’ah biasanya lebih besar daripada bonus yang
diberikan oleh bank kepada nasabah giro wadi’ah. Besarnya bonus juga tidak
dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.

Skema Praktik Wadi’ah dalam LKS (Lembaga Keuanagn Syariah) Wadi’ah
yad ad-damanah

%8 Arcaya, Akad dan produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 114
5 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 24
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Skema Wadiah Yad Dhamanah
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Skema ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nasabah menitipkan sejumlah dana kepada LKS dengan akad wadi’‘ah dengan
menyepakati adanya biaya administrasi.
2. Setelah dana diterima oleh LKS kemudian diputar untuk kepentingan bisnis atau
produk pembiayaan dengan pihak ketiga menggunakan system bagi hasil.
3. Pihak ketiga memberikan bagi hasil kepada pihak LKS.
4. Pihak LKS memberiakan bonus kepada nasabah yang menitipkan dananya.®9

Skema Praktik Wadi’ah dalam LKS (Lembaga Keuanagn Syariah) Wadi’ah

yad ad-damanah
Skema al-Wadi’ah Yad al-Amanalh
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1. Nasabah penitipan barang, biasanya surat atau barang berharga kepada LKS
dengan akad wadi’ah.

2. Nasabah membayar biaya kepada LKS yang meliputi biaya administrasi, biaya
penjagaan dan perawatan yang jumlahnya ditetapkan dan disepakati bersama.61

80 Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer...h. 189
& Ibid. h. 190
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SIMPULAN

Rahn itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang
yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan marhun bih,
sehingga rahin boleh mengambil marhun bih. Menurut jumhur ulama, rukun rahn
itu ada 4 (empat), yaitu: (1) Shigat; (2) orang yang berakad (rahin dan murtahin);
harta yang dijadikan marhun; dan (4) Utang (marhum bih). Boleh mengambil
manfaat dari barang yang digadaikan asalkan mendapat izin dari yang
menggadaikan barang. Pegadaian dalam Lembaga Keuangan syariah berjalan di
atas dua akad transaksi syariah, yaitu Akad Rahn dan akad ijarah.

Qardh adalah pinjaman utang atau modal yang diberikan seseorang kepada
pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau
menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan
pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada
untung dan rugi usaha yang dijalankannya. Rukun gardh (hutang piutang) ada tiga,
yaitu (1) shighah, (2) ‘agidain (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta
yang dihutangkan. Hukum qardh (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi:
terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Qard
memberikan manfaat bagi Pedagang kecil memperoleh bantuan untuk
mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah
dalam membantu masyarakat miskin. Al-qard merupakan fasilitas pembiayaan
yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan
gard diberikan tanpa adanya imbalan.

Wadi’ah adalah akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda
untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak
wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka
diwajibkan menggantinya. Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan
syariah, bahwa rukun wadi’ah ada empat yaitu dua pihak yang berakad, barang
yang dititipkan, ijab dan qabul. Hukum wadi’ah Wajib, Makruh, Haram, Mubah
Lembaga wadi’ah yang diperaktikkan dalam LKS ada dua macam, yaitu wadi’ah
amanah dan jaminan (dhamanah).
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